
4

Catatan Jurnal Perempuan 

Perempuan dan Demokrasi

Demokratisasi di Indonesia setelah Reformasi 1998 telah membuka 
akses bagi perempuan untuk terlibat dalam proses politik dan pengambilan 
kebijakan. Jumlah perempuan di legislatif, khususnya di DPR mengalami 
peningkatan dari 9% pada pemilu 1999 menjadi 17% pada pemilu 2014. 
Namun persentase tersebut masih jauh dari angka 30%, yakni jumlah 
minimum yang diperkirakan dapat menghasilkan perubahan arah kebijakan 
politik.  

Gerakan perempuan dalam demokrasi elektoral masih menghadapi 
berbagai tantangan. Anggota legislatif perempuan juga menghadapi 
tantangan politik terkait aspek institusi politik baik sistem pemilu maupun 
kebijakan internal partai. Di dalam DPR pun, suara legislator perempuan 
masih berada dalam kontrol fraksi dan politik yang maskulin. Tekanan 
gerakan perempuan di luar parlemen tetap memiliki arti penting untuk 
mendukung dan mengawal politik perempuan di parlemen. 

Demokrasi Indonesia pasca 1998 tumbuh menjadi demokrasi elektoral 
yang berbiaya politik besar. Hal ini dapat dilihat dari biaya pendirian partai 
politik yang tinggi dan biaya pencalonan legislatif dan kampanye yang 
mahal. Partai politik kemudian diisi dan dikontrol oleh mereka yang memiliki 
kekuasaan dan uang untuk mendanai biaya politik elektoral yang tinggi 
tersebut. Koalisi politik pun dibangun sebagai sarana untuk memuluskan 
jalan bagi pimpinan atau pengurus partai guna mendapatkan kekuasaan 
dan jabatan (entah menteri, gubernur, bupati, atau walikota) yang dapat 
menjadi mesin uang untuk pemilu selanjutnya. Kesamaan ideologi, nilai 
atau visi politik tidak menjadi dasar dalam pembentukan koalisi. Koalisi 
yang cair, cenderung oportunis dan gampang bubar ini membuat pemilih 
kesulitan untuk meminta pertanggungjawaban masing-masing partai atau 
pimpinannya. Dalam konteks ini, politik elektoral berada dalam kontrol 
kekuatan yang disebut sebagai kekuatan oligarki.

Oleh karena itu, wajah DPR saat ini diisi oleh kalangan yang memiliki 
latar belakang sebagai elite ekonomi (pengusaha) dan memiliki hubungan 
kekerabatan dengan elite politik. Lembaga pemerintah dan kebijakan 
yang dihasilkan menjadi rentan terhadap kepentingan oligarki. Praktik 
korupsi politik menyebar dan menjadi persoalan besar di Indonesia. 
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Pemilu seharusnya menawarkan pilihan yang beragam di antara gagasan-
gagasan yang bersaing. Namun yang terjadi saat ini pilihan itu menyusut, 
perbedaan antar partai menjadi kabur, dan pemilih tidak dapat meminta 
pertanggungjawaban politisi atas tindakan mereka. 

Jika demokrasi dilihat sebatas yang terjadi di parlemen, maka definisi 
demokrasi menjadi sempit. Demokrasi bukan hanya sebatas pemilu, ia 
mencakup adanya kebebasan untuk berekspresi, berpendapat, berserikat, 
adanya perlindungan bagi minoritas, serta mencakup aspek sosial dan 
ekonomi, bukan hanya politik. Sejumlah kalangan bahkan memandang 
bahwa demokratisasi Indonesia saat ini sedang mengalami kebuntuan. 
Fenomena ini dapat dilihat misalnya pada penerapan UU ITE (Informasi 
dan Transaksi Elektronik) yang kian masif. UU ITE telah menjerat Baiq Nuril, 
perempuan penyintas kekerasan seksual yang divonis bersalah dan diganjar 
hukuman alih-alih mendapatkan perlindungan. 

Demokrasi Indonesia cenderung terpusat pada Jakarta dan yang terjadi 
di Jawa, sehingga aspirasi di tingkat lokal sering kali diabaikan. Sementara 
tantangan dan perjuangan demokrasi juga terjadi di tingkat lokal. Di daerah 
dapat ditemukan kasus masyarakat yang berusaha memperjuangkan hak-
hak sosialnya justru rentan menghadapi ancaman kriminalisasi, seperti 
perempuan Kendeng di Jawa Tengah, aktivis Eva Bande di Sulawesi 
Tengah. Otonomi daerah sebagai buah dari reformasi dirayakan hanya 
sebatas pilkada langsung. Ia belum sepenuhnya dimaknai dalam kerangka 
manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat, perlindungan dan pemajuan HAM, 
hak atas pembangunan, dan pemajuan hak-hak perempuan.

Artikel-artikel dalam Jurnal Perempuan edisi ini menunjukkan perlunya 
intervensi terhadap partai politik sebagai lembaga demokrasi elektoral agar 
demokrasi yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dapat terwujud. 
Di sisi lain tantangan yang dihadapi gerakan perempuan akan semakin 
kompleks dengan munculnya kandidat perempuan konservatif yang 
mengusung gagasan-gagasan yang menolak agenda feminis. Untuk itu 
menumbuhkan kesadaran kritis sekaligus membangun kekuatan kolektif 
untuk memperjuangkan agenda feminis menjadi penting dalam proses 
konsolidasi demokrasi. (Anita Dhewy) 


